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MOTTO

Jika manusia masih tetap jahat dengan adanya agama, bagaimana lagi
jika tiada agama?

(Benjamin Franklin)

Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat
dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah

(Wahab B. Munabin)

Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa
yang boleh kamu buat untuk negara

(Abraham Lincoln)

Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu kerja dan
bukannya usia

(Richard Brinsley Sheridan)
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ABSTRAK

Yusuf Perdana Kusuma, NIM.: R. 100 020 031, Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penyalahgunaan [jin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992
Tentang Keimigrasian, Tesis: Program Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah
Surakarta. Tahun 2010.

Secara umum, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui apa saja yang
menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin
keimigrasian. (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak
pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. (3) Untuk mengetahui dan meneliti lebih
jauh bagaimana peranan aparatur penegak hukum dalam menanggulangi tindak
pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Imigrasi
Yogyakarta, terhadap pelanggaran ijin keimigrasian. Teknik pengumpulan data
menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan
(Field Research). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
normatif kualitatif.

Hasil penelitian: (1) Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin
keimigrasian adalah: a) Ruang lingkup fasilitas visa kunjungan saat kedatangan
(VKSK) yang terlalu luas yang mencakup kegiatan wisata, sosial budaya dan usaha
yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur secara tegas fasilitas visa
kunjungan saat kedatangan (VKSK), b) Adanya perkembangan tenggang waktu
dalam pemberian fasilitas visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) bagi wisata, c)
Peranan petugas/pejabat/aparatur imigrasi sangat besar. (2) Upaya menanggulangi
terjadinya suatu tindakan yang melanggar ketentuan izin keimigrasian dibedakan
atas dua cara yaitu: a) penanggulangan secara preventif adalah tindakan
penanggulangan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga
kemungkinan yang terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini yaitu tindak
pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, b) penanggulangan secara represif ini
dapat dilakukan dengan cara pemidanaan, deportasi maupun black list. (3) Sanksi
yang dijatuhkan oleh aparatur penegak hukum dalam kasus tindak pidana
penyalahgunaan izin keimigrasian adalah lebih sering bersifat non pro justitia, yang
dapat berupa tindakan keimigrasian yang salah satunya pendeportasian.

Kata Kunci : ijin keimigrasian
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ABSTRACT

Yusuf Perdana Kusuma, NIM.: R. 100 020 031, Criminal Law Enforcement Against
Abuse Immigration Permits According to Law Decree No. 9 Year 1992 on
Immigration, Thesis: Graduate Program University of Muhammadiyah Surakarta.
Year 2010.

In general, this research aims: (1) To find out what the factors causing the
occurrence of criminal misuse of immigration permits. (2) To find out how the crime
prevention efforts on immigration permit abuse. (3) To find and examine further
how the role of law enforcement agencies in tackling the criminal misuse of
immigration permits.

In this study, researchers take a place at the Immigration Office in Yogyakarta, for
violation of immigration permit. Data collection techniques using library research
and field research. The data analysis technique used is the qualitative normative
analysis techniques.

Results of research: (1) Factors causing the abuse of immigration permits are: a) The
scope of a visa on arrival that is too broad which include tourism activities, social,
cultural and business that was originally intended to regulate strictly the visa-free
facility, b) There is a grace development time in granting visa-free facilities for
tourism, c) the role of officer / officer / immigration officer is huge. (2) Efforts to
cope with the occurrence of an act which violates the provisions of the immigration
permit divided in two ways: a) reduction in preventive countermeasures are
undertaken in an attempt to prevent or maintain the possibility that the occurrence of
immigration offenses in this case the crime of misuse of immigration permits , b) the
repressive response of this can be done by way of punishment, deportation or black
list. (3) Sanctions imposed by law enforcement officials in cases of criminal abuse of
the immigration permit is more frequent in non pro justitia, which may include
action on immigration, one of which deportation.

Keywords: immigration permits
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